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PENDAHULUAN

Abstrak - Hukum mawaris berlaku bagi umat Islam
secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dalam
praktiknya, hukum yang digunakan sangat beragam,
sesual dengan bentuk masyarakat dan selalu
dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah
berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya.
Misalnya dalam kasus pembagian warisan sama rata
(sistem parental). Penelitian menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan
kepustakaan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa
praktik bagi sama dalam pembagian harta warisan
ditinjauan menurut Hukum Islam adalah boleh
dilakukan setelah syariat Islam ditegakkan, lalu laki-
lakinya membagi bagiannya atau menghibahkannya
kepada saudara perempuannya sehingga
pembagiannya menjadi rata.

Kata Kunci - Harta Warisan, Sistem Parental; Hukum
Islam

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang telah berlaku di samping
hukum perkawinan, akan tetapi sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai
hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia. Keadaan
hukum kewarisan di Indonesia sangat plural, karena dalam waktu ang bersamaan
berlaku lebih dari satu aturan hukum (Arifin et al., 2023; Setiawan, 2023). Dalam waris
Islam bagian laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan. Sedangkan dalam
hukum waris perdata (hukum nasional) bagian perempuan seimbang atau sama rata
dengan bagian laki-laki. Namun, demikian dalam kompilasi hukum Islam juga
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ditegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan
kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-
peraturan yang jelas (nas-nas yang sahih). Selama peraturan tersebut tidak ditunjukan
oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya.
Maksudnya, setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak
ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan yang terdahulu) yang
menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Hukum mawaris berlaku bagi umat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali,
ini berarti bahwa mengikuti dan menggunakan hukum mawaris yang telah diatur
dalam Al-Qur'an merupakan suatu kewajiban bagi semua umat. Dalam praktiknya
yang terjadi pada masyarakat luas, hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai
dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah
berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya.

Ketidak sesuaian dalam hal pembagian harta warisan dengan hukum mawaris
yang telah diatur dalam Al-Qur’an juga terjadi dalam praktik pembagian harta warisan
dalam kalangan masyarakat yang tidak menggunakan aturan hukum mawaris Islam.
Misalnya dalam hal bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak selalu dibagi
secara dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Dua banding satu antara
laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam hukum mawaris Islam tidak
berlaku/tidak digunakan dalam praktik pembagian harta warisan yang berlaku pada
masyarakat dewasa ini.

Ada pula pembagian harta dilakukan ketika orang tua masih hidup dan ketika
calon ahli waris sudah dewasa, yang biasanya dibagi setelah anak atau ahli waris
menikah. Pembagian harta seperti tersebut termasuk dalam sistem hibah yang dikenal
dalam hukum Islam (Clodia, 2019). Melihat realita dalam masyarakat tentang
pembagian harta waris secara bagi sama rata, maka peneliti sangat tertarik untuk
melakukan penelitian dalam ditinjauan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif.
Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.
Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua
data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan
berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya
mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi
yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih
banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis
besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu
peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat
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Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta
maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang
masih hidup. Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah
menetapkan para ahli waris atas apa vang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan
karib kerabatnya (Abdullah, 2023; Mahardhika Budi Putrantia & Setiyowati, 2023).

Dalam literatur figh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al-mirats)
lazim juga disebut dengan fara'idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari kata
fardh yang bermakna “ketentuan atau takdir”’. Al-fardh dalam terminologi syar’ ialah
bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Hukum kewarisan Islam adalah hukum
yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta
kekayaan seseorang setelah dirinya meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih
hidup.

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai
hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris,
mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris
yang berhak menerimanya. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu
perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal
dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam
mewarisi. Dasar-dasar warisan pada zaman jahiliyah dan masa awal-awal Islam yang
masih diakui sebagai dasar dari hukum mawaris adalah sistem kekerabatan. Hal ini
menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum diturunkan sesuai dengan
perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Setelah Islam sempurna, dalam
pembagian warisan tidak lagi dikenal pembedaan ahli waris anak-anak perempuan dan
ahli waris orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya menerima warisan. Meskipun
perolehan masing-masing tidak persis sama. Dengan demikian, kehadiran Islam cukup
revolusioner dalam membenahi pola dan system hukum yang telah mapan di
masyarakat jahiliyah.

Di Negara Republik Indonesia ini, ada tiga macam hukum waris yang berlaku
dan diterima oleh masyarakat, yakni hukum waris yang berdasarkan Hukum Islam,
Hukum Adat, dan Hukum Perdata 4 Mengingat Bangsa Indonesia yang mayoritas
beragama Islam, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber pada Al-
Qur’an, al-hadits, al-ijma', dan al-ijtihad, berbicara mengenai ayat-ayat kewarisan
hanya mengenai ayat-ayat yang pokok saja yang langsung mengenai pembagian harta
warisan atau harta peninggalan,diantaranya, Allah berfirman dalam surah an-Nisa
ayat 7 : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah
ditetapkan” Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Q.S. An Nisa ayat 11,
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk)
anak-anakmu, (vaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari
dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika dia (vang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (vang
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),
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maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (vang meninggal) mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana’.

Q.S an-Nisa ayat 12 : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyail anak. Jika mereka
(stri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar)
utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu
buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-
laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan
(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama
dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan
setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Q.S an-Nisa ayat 33 : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan)
Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang
tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha
Menyaksikan segala sesuatu”. Q.S an-Nisa ayat 176 : “Mereka meminta fatwa
kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah (vaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai
saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta
vang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara
perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua
orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka
(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian
seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.”

Ayat-ayat yang mulia ini merupakan petikan dari kitab Allah Azza Wa Jalla. Di
dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris di antara orang-
orang yang berha mewaris. Dia juga menunjukkan besarnya warisan serta syarat-
syaratnya. Dia tunjukkan juga keadaan-keadaan di mana seseorang berhak mewaris
dan keadaan seseorang tidak berhak mewaris di dalamnya. Di samping itu juga
dijelaskan kapan seseorang mewaris melalui cara farudl (sebagai ashabul firudl) atau
sebagia ashabah, atau karena keduanya bersama-sama, serta kapan seseorang terhijab
seluruh bagiannya atau sebagian saja.

Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sering disebut dengan Muttafaq
Alaih: Artinya: Nabi saw. Bersabda: “berilah bagian-bagian tertentu kepada orang-
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orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang utama (dekat

kekerabatannya) (H.R. Bukhari dan Muslim). Atau dalam Riwayat al-Bukhari dan

Muslim: “Orang-orang muslim tidak berhak mewarisi orang-orang kafir, dan orang

kafir tidak berhak mewarisi orang-orang muslim’.

Selain ayat dan hadis, [jma" ulama juga menjadi ketentuan hukum warisan
sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam mengupayakan dan
mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara mufakat,
maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Selain itu ijtihad yaitu pemikiran para
ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab
berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan. Yang dimaksud
disini adalah ijtihad dalam menetapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman
atau ketentuan yang ada, misalnya bagaimana jika dalam pembagian warisan terjadi
kekurangan harta, diselesaikan dengan cara aul atau dan lain-lain.

Syarat dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-
syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.
Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama
3 syarat tersebut adalah:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnyadianggap
telah meninggal) maupun secara taqdiri.

2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.
Dalam bukunya Fachtur Rahman, Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam
hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:

1. Muwaris Yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang
mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah
meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3
macam yaitu:

a. Mati Haqiqy (mati sejati)
Mati haqgiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa
membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh
orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang
jelas dan nyata.

b. Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis)
Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang
dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan.
Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal
meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan
Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun
sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad
hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi
kemungkinannya.

c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan)
Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris)
berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul
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perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan
mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan
terhadap ibunya.

2. Waris (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan
darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubunga perkawinan, atau karena
memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris,
ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi
yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus
dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
Orang-orang yang lebih mungkin mendapatkan harta pusaka dari orang yang
meninggal dunia ada 25 Orang. 15 dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak
perempuan.

Dari pihak laki-laki antara lain: 1) Anak laki-laki; 2) anak laki-laki dari anak
laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya
masih terus laki-laki; 3) Ayah/bapak; 4) kakek dari pihak bapak dan terus ke atas
pertalian yang belum putus dari pihak bapak; 5) saudara laki-laki seibu sebapak 6)
saudara laki-laki sebapak saja; 7) saudara laki-laki se ibu saja; 8) anak laki-laki dari
saudara laki-laki seibu sebapak; 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang
sebapak saja; 10) saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu
sebapak; 11) saudara laki-laki bapak yang sebapak saja; 12) anak laki-laki saudara
bapak yang laki-laki (paman) yang seibu saja; 13) anak laki-laki saudara bapak yang
laki-laki (paman) yang sebapak saja 14) suami; 15) seseorang yang memerdekan si
mayat.

Jika dari 15 orang tersebut ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu
antara lain: anak laki-laki, ayah/bapak, dan suami. Sedangkan dari pihak
perempuan antara lain : 1) Anak perempuan; 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
terus kebawah asalkan pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki;
3) Ibu; 4) Nenek dari bapak; 5) Nenek dari ibu terus ke atas dari pihak ibu selama
tidak berselang laki-laki; 6) Saudara perempuan yang seibu sebapak; 7) Saudara
perempuan yang sebapak; 8) Saudara perempuan seibu; 9) Istri; 10) Perempuan yang
memerdekakan si mayit.

Jika sepuluh orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi
dari mereka itu hanya lima orang saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan
dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu sebapak. Sekiranya dari 25
orang tersebut di atas, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada,
maka yang mendapatkannya hanya suami atau istri, ibu bapak, dan anak baik laki-
laki maupun perempuan.

3. Maurus atau al-Miras

Yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah,
pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Harta peninggalan itu berhak untuk
diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

a. Harta tersebut adalah milik pewaris secara sempurna dalam arti dia memailiki zat
maupun materinya dan juga memiliki manfaatnya. Jika ia tidak memiliki
materinya dan juga manfaatnya, seperti barang titipan atau yang dimiliki hanya
manfaatnya saja seperti barang pinjaman atau sewaan; tidak menjadi harta
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warisan. Demikian juga harta tersebut adalah miliknya secara penuh dalam arti
tidak lagi termasuk di dalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung
artl bahwa bila harta yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta
tersebut harus dibagi terlebih dahulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan
akad serikat, dengan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama
perkawinan.

b. Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di
dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskannya dari ketersangkutan
hak orang lain di dalamnya, ada beberapa kewajiban berkaitan dengan harta
peninggalan itu, yaitu secara berurutan mengeluarkan dari harta peninggalan itu
hal-hal sebagai berikut yaitu pertama, biaya penyelenggaraan jenazah dari
pewaris dan orang-orang yang penyelengaraan jenazahnya wajib ditanggung
pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya pengkuburan
1itu sendiri; dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Kedua,
hutanghutang yang belum dilunasi pewaris semasa hidupnya, baik hutang kepada
Allah dalam bentukewajiban agama secara materi yang belum sempat
dilaksanakan semasa hidupnya seperti zakat, atau hutang kepada sesama
manusia.

c. Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batal
tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya peninggalan
jenazah dan pelunasan hutangnya.

Sebab-Sebab Seseorang Yang Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah
satu sebab di bawah ini yaitu:
1. Hubungan Kekerabatan (al-Qarabah)

Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi
adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan
merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak, bahkan
bayl yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang
hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada keketentuan bahwa kerabat
yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya
menghalangi (menghijab) sama sekali, ayau hanya sekedar mengurangi bagian si
terjihab. Yang pertama, atau hanya sekedar mengurangi bagian di terhijab. Yang
pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris
yang menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua
seperti suami, sedianya menerima bagian 1/2, tetapi karena ada anak atau cucu,
berkurang bagiannya menjadi 1/4. Firman Allah SWT Artinya “Dan orang-orang
yvang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka
mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyal hubungan kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)
menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (al-Anfal
ayat 75)

2. Hubungan Perkawinan (al-musaharah)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling
mewarisantara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya
terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. Tentang syarat administrarif
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ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang
apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di
Indonesia, memberi kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau
tidaknya perkawinan bukan administrasi, tetapi ketentuann agama. Hal tersebut
dapat dlihat dalam Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa® ayat 12 seperti
yang sudah tersebut di atas.

3. Hubungan karena sebab al-wala’

Al-wala’ yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memperdekakan hamba
sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya
jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala’ yang pertama
disebut dengan wala’ al’ataqah atau ‘usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala’
al-muwalah, yaitu wala’ yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong
dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan
hamba sahaya, jika laki-laki disebut mu’tiq, jika perempuan mu’tigah. Wali penolong
disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali.

Hubungan Islam Orang Yang Meninggal Dunia Apabila Tidak Mempunyai Ahli Waris,
Maka Harta Peninggalannya Diserahkan Ke Baitul Mal Untuk Umat Islam Dengan
Jalan Pusaka.

1. Kadar bagian ahli waris

Harta warisan, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah
meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-
kerabatnya. Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam al
qur an, yaitu pada surat An-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah
memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta
warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang
ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.

Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam Al-Qur’an surat an-
Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase
pembagian harta waris. Adapun bagian-bagian ahli waris yang berhak menerima
warisan adalah sebagai berikut:

a. Penerima bagian setengah (1/2)
1) Suami, jika tidak ada anak.
2) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.
3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama
anak laki-laki dan anak perempuan.
4) Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-
laki sekandung.
5) Saudara perempuan sebapak, jika seorang diri dan tidak bersama bapak, serta
saudara laki-laki sebapak.
b. Penerima bagian seperempat (1/4)
1) Suami, jika ada anak.
2) Isteri/para istri, jika tidak bersama anak.
c. Penerima bagian seperdelapan (1/8), yaitu istri/para isteri, jika bersama anak.
d. Penerima bagian sepertiga (1/3)
1) Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan.
2) Dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan, jika tidak ada anak.
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e. Penerima bagian dua pertiga (2/3)
1) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki.
2) Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama
cucu laki-laki keturunan laki-laki.
3) Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki
sekandung, bapak dan anak.
4) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, jika tidak bersama saudara
laki-laki sebapak.
f. Penerima bagian seperenam(1/6)
1) Bapak, jika ada anak.
2) Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara.
3) Kakek, jika ada anak dan tidak ada bapak.
4) Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu.
5) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan
tunggal.
6) Seorang perempuan sebapak atau lebih, jika bersama seorang saudara
perempuan sekandung yang mempeoleh bagian setengah.
7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.
2. Parental dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam

Kebiasaan yang sudah turun temurun di dalam masyarakat tidak semuanya bisa
dibenarkan jika ditinjau dari hukum Islam. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-
Nisa ayat 11 sebagai berikut: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian
dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan
itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang meninggal itu mempunyai anak,
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya
(saja). Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa
di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
(An-Nisal4]: 11).

Ayat di atas jelas sekali bahwa harta warisan bagi anak laki-laki dua bagian dan
anak perempuan hanya satu bagian. Namun, dalam pelaksanaan di dalam
masyarakat, tidak semua yang melaksanakan seperti yang tersebut di dalam ayat di
atas. Dalam pelaksanaan pembagian harta dewasa ini dalam masyarakat cenderung
membagikannya ketika pewaris masih hidup (dengan sistem hibah). Sedangkan
pewaris, dalam literatur fikih disebut al-Muwarris, ialah seseorang yang telah
meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya
yang masih hidup. Jadi seharusnya harta itu dibagikan setelah orang yang memiliki
harta tersebut meninggal dunia. Berkaitan dengan masalah hibah Allah SWT
mensyari’atkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan
memperkuat tali kasih sayang di antara manusia. Hukum dasar hibah adalah sunat,
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sebagaimana tersebut dalam salah satu ayat yang menjadi landasan hukum
dibolehkannya hibah: Artinya : Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di
jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi
Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.
Hibah adalah perbuatan baik dan di anjurkan dalam Islam yang cara
kepemilikannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, hibah adalah
pemberian yang berdasarkan suka rela maka hukumnya sunnahnya tidak ada
kewajiban didalamnya.
Urgennya Pendidikan Harta Waris Menurut Hukum Islam

Dalam sebuah lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya merencanakan,
melaksanakan dan senantiasa mengevaluasi pendidikan tentang harta waris.
Dilapangan sering kita jumpai pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat
Islam, akhirnya berujung dengan putusnya silaturahmi. Biasanya pertikaian ini
muncul karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu harta warisan, dikira seperti
membagi harto gono gini yang sering dibicarakan ummat belakangan ini. Munculnya
dekadensi moral yang lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama
terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan Al Qur'an dan sunnah
(Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021), ditambah lagi
penegakan hukum yang bukan bersumber dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala
melainkan hukum manusia, maka sudah semestinya terjadi apa yang memang akan
terjadi. Hukum Indonesia baik perdata maupun pidana bahkan kompilasi hukum Islam
sekalipun tidak terlepas dari kontribusi hukum belanda yang pernah menjajah bangsa
ini. Akan berbeda jika hukum Islam benar-benar di tegakkan dan menjadi acuan
penegak hukum di negara ini, maka muncullah wacana pemerintah untuk
membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis Al Qur'an dan sunnah guna
memperbaiki generasi mendatang yang diharapkan memiliki karakter karakter yang
baik dan terpuji (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina
Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022;
Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni
Ramli, Ridwan, 2023), termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020;
Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf,
Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh.
Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto,
n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18
karakter.

Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi Al Qur’an
(Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika
Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam
wadah sekolah dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen
dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin,
Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Rahmi, M. Yemmardhotillah, n.d.; Riska
Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022; Sakban, Deprizon, 2020; Sakban, 2021).
Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasi ilmu
keagamaan Islam (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023;
Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari,
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Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022;
Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh,
Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto,
2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi,
A Mualif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.;
Wismanto et al., 2023).

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya
keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa
Taala I, karena orientasinya pasti surga (Mauliza et al., 2024; Wismanto, Saputra et
al., 2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan kesekolah-sekolah yang mengejar
keduniaan, maka lihatlah genarasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup
dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang
penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita
disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al., 2024; Sinta
et al., 2024; Sri Indriyani, Neriani Dzakirah Nur Assyifa Maya Wulan sari, 2023;
Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018), ucapan yang tidak
terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al., 2024; Masnur et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa praktik parental atau
bagi sama dalam pembagian harta warisan bila ditinjau menurut hukum Islam adalah
boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan kaidah faraid yang sudah ditentukan
dalam Islam. Hal ini dibenarkan bila dalam bagi sama harta warisan tersebut
dilaksanakan dengan sistem hibah yang mana pihak laki-laki setelah menerima hak
nya kemudian dihibahkan kepada pihak perempuan sehingga bagian mereka menjadi
sama rata. Namun demikian walaupun praktek bagi sama harta warisan yang
dilakukan selama ini dibolehkan, akan tetapi terlebih dahulu harus ada persetujuan
dari anak laki-laki agar setelah orang tuanya meninggal, mereka dapat hidup rukun
tanpa ada rasa saling memperdebatkan lagi mengenai pembagian harta warisan.
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